
Penyalahgunaan Anggaran,
Suap dan Gratifikasi

Tersangka Kepala
Daerah,ASN dan Swasta

Total Kerugian Negara
Mencapai 

31 Kasus Rp 293,9 Miliar76+ Tersangka

OTT Dinas PUPR Riau
dan Gubernur Riau

Pengmbangan
Kasus Korupsi SPPD

Fiktif Dewan Riau

Jumlah Kasus Korupsi Di Riau Sampai Tahun 2024

Trend Penindakan Kasus Korupsi Di Riau Sampai
Tahun 2024

Kasus Terbaru 2025:

Fitra Riau @fitraprovinsiriau www.fitrariau.org
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Hari Anti Korupsi Dunia
(HARKODIA)  2025 



Temuan Audit BPK 2024

153 Temuan BPK ,93 di
antaranya terkait aspek
kepatuhan 

Laporan Keungan belum
sepenuhnya sesuai standar
akutansi pemerintah (SAP)
dan terdapat ketidakpatuhan
terhadap UU

Tunda bayar sebesar Rp 1,76
triliun yang belum
diselesaikan di ahkhir 2024
yang membebani keuangan
daerah yang mengalami
defist di tahun 2025
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Pengelolaan Keuangan Daerah
Rentan Korupsi 

Fitra Riau @fitraprovinsiriau www.fitrariau.org

“Direktur FITRA Riau menegaskan, temuan
berulang menunjukkan lemahnya pengawasan dan

rendahnya komitmen perbaikan tata kelola.
Efisiensi belanja dan transparansi anggaran harus

menjadi prioritas agar korupsi tidak terus
berulang.”

Masalah Berulang 2024
          Perjalanan dinas fiktif & kelebihan bayar Rp16,8 M →
pengawasan lemah.

Analisis Fitra Riau

Opini WDP = Alarm
        WTP tidak otomatis berarti bebas korupsi.

Belanja Dinas 2025 Membengkak
          Perjalanan dinas Rp352,6 M → perlu efisiensi 50%
(Inpres 1/2025).

Kasus Korupsi Terus Bertambah
  Dugaan korupsi/OTT KPK di PUPR & gubernur     
memperparah catatan Riau.


